PROPINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 41T TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

‘Mengingat :

KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk melaksanakan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah, perlu diatur lebih lanjet mengenai Keduduka:_a Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Po}lsi Pamong
Praja dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu
menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang KadudukaI‘L- Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Langkat.

Undang ~ Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi
‘Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);

Undang -- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang ~ Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Nomor 3899);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
‘sebagaimana telah diubah kedua k inya den, Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Igedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrsa
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

10.

11.

12,

Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

‘Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Nomor 5601),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Tbukota Kabupaten Daerah Tingkat 1T Langkat dari wilayah Kodya

‘Dati 11 Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II

Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan

‘batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat

II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang
(Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran
Negara RI No 3323),

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sutuan Polisi
Pamong Praja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2005 tentang
Prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ( Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambsahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 );

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANGKAT



BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

" Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Langkat.

Rl

Pemerinitah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
- yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Langkat. :
4, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah Dalam Penegakan
. Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman
. Masyarakat serta penanganan masalah kebakaran.
" 7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol Pamong Praja sebagai Aparat Pemerintah
Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan
' ketentraman Masyarakat serta penanganan masalah kebakaran,

8. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya
dengan tentram,tertib dan teratur.

9. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

10. Sekretariat adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

11. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

‘12, Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi
Tugas, Wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas kelembagaan perangkat Daerah.,

BABRII
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Teknis Daerah dan merupakan bagian
Perangkat Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta penanganan masalah kebakaran.

(2) S?tuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Seorang Kepala Satuan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

{3) Satnan Pnl.i'.:;i Pamong Praja sebagsimana dimaksud pada ayat (1) mompunyai tugas
dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemetintahan yang menjadi
‘kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

- (4') Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Satuan
Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang Satuan Polisi Pamong Praja;

pelaksanaan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja;

pelaksanaan evaluasi dan bidang Satuan Polisi Pamong Praja;

pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

N



BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasai 3

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
.. Kepata Satuan;

Sekretariat; .
Bidang Pencgakan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Dacrah ;

Bidang Penataan dan Penertiban; .
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran,

Kelompok Jabatan Fungsional.

"o e TP

(2) Sekretaris sebagaimana maksud dalam ayat (1) huruf b, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. - Sub Bagian Program,Keuangan dan Asset.

(3) 'Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah
" sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢, membawahi:

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

b. Seksi Penegakan Peraturan.

(4) Bidang Penataan dan Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d,
membawahi:
a. Sekst Penataan ;
b. Seksi Operasi dan Penertiban,

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran sehagaimana dimaksud
" dalam ayat {1} huruf ¢, membawahi:
a. Seksi Pengamanan, Sarana dan Prasarana;
b. Seksi Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 4

(1) Sekretariat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang

Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya be; . :
kepada Kepala Satuan. gasnya berada dibawah dan bertanggung jawab

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam P al 3 ipimpi
oleh seorang'Kenala Bidang yang dalam melak;.jmka:ytitgggygz)cdﬂ?{md\;ghmg:
 bertanggung jawab kepada Kepala Satuan roelalui Sekretaris. |

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian yang dalam melaksanakan ta .
jawab kepada Sekretaris. gasnya berada dibawah dan bertanggung

(4) Seksi schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), (4) dan {5), dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanal o .
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. gasnya berada dibawah dan



Pasal 8

C ey . 5)
Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sampai deugan ayat (5)
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Bupati in.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Paszl 6

Kcpala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyat tugas:

Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan
- . pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
b. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan
" ‘wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
_ bahan arahan operasional Satuan;
¢. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak
~ langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi
" permasalahan agar diperoleh hasil ketja yang optimal;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara yang dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Menetapkan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
bangunan, hutan dan lahan; '

f. Mengkoordinir dan memberikan bimbingan seluruh kegiatan pemantauan,
pencegahan, penanggulangan, dan yustisi kebakaran bangunan, mtan dan lahan
secara terpadu ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

& dMengkoo;@inasikan dan fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan
an pembinaan anggota Satuan Polisi Pamo; ja dalam
| elalisanzan toga, ng Praj rangka kelancaran
- h Mcng?valuasi pelaksanaan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
: Bupagtl:k penyelengg:::raan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dengan cara
mengukur pencapaian pro 3 i .
i pencap program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan
i .Efi:}zkhsananakan mgrﬁ;zldng, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas
: secara berkala melalui si ilai i i i
penammpilan kari; lui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan

j. Memb \ .

J ebi ak‘f; laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai dasar pengambilan

k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan ma
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; toun

I Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuaij dengan tuga; dan fungsinya.

a.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 7



- (2I] Unﬁlk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi:

a.

b

pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kenangan dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan i:'u:.lgm ;
pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan
Satuan; . . )
penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja

Perangkat Daerah terkait; .
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan

* tugas dan fungsinya.

(3) Sékretaris mempunyai tugas :

a.

b.

a.
b

Y
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Menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kelja.Sanmn;
Menyelenggarakan administrasi umwn, kepegawalan, keuangan . dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan; . .
Mengkoordinasikan pelaksanaan pemyusunan program dan kegiatan di
lingkungan Satuan;

Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait;

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang Dbaik dan saling
mendukung;

Menilai hasil keja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya, dan;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

Mendistribusikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar
penilaian kinerja;

Pembinaan administrasi dan rumah tangga;

Melakukan urusan ketatalaksanaan;

Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Satuan Polisi
Pamong Praja dan Penyelamatan;

Menyiapkan penilaian terhadap bawahannya dalam rangka pembuatan SKP
setiap tahunnya;

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan P

sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kcgiatan;g craturan yang berlaku

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh i
. eh atasan sesuai dengan tugas dan

Pasal §

* Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagi i

; agian Umum dan K
rencana (.)perz’;snonal Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaanepegatugaswm‘&n perdasaricn
mendistribusikan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai,dasar penilaian

- kerja;

Menyiapkan bahan dan petunjuk  tekni
.Kepegawajan; M eknis pengelolaaq ketatausahaan dan
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Melaksanakan kebijakan perencanaan kegiatan Satuan;
Menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip;

‘Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan;
Melaksanakan urusan perlengkapan dan invetaris barang serta kebutuhan rumah
tangga Satuan;

‘Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan dan Juklak teknis
serta bahan-bahan yang berhubungen dengan administrasi umum dan tata usaha;
Mengarsipkan dan memelihara dokumen administrasi dalam berbagai bentuk
sesuai keperluannya; :

Melakukan penerapan tata naskah dinas di lingkungan organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Penyelamatan;

' Melaksanakan urusan surat menyurat, pengadaan dan tata kearsipan, pelaporan

" dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris;
Menyelenggarakan urusan ketatausahaan Kepegawaian meliputi pengumpulan
data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, rotasi dan mutasi pegawai;

. Mengelola administrasi tentang kedudukan hak pegawai;

Menyusun daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai sekali setahun;
Melaksanakan pembinaan pengawasan dan penegakan disiplin serta penilaian
terhadap bawahan;

Memberikan penilaian terhadap bawahan dalam rangka pembuatan SKP setiap
tahunnya;

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

a.

b.

C.

o

=

Penyusunan dan pengkoordinasian rencana program kerja satuan ;

Mengompilasikan dan menyusun bahan renc i
phengo yus ana strategis dan rencan program

Menyusun RKA, DPA, Pergeseran dan DPPA kegiatan tahunan;

Menganalisa pedoman dan memfasilitasi pen
DPPA kegiatan tahunan; penyusunan RKA, DPA, Pergeseran dan

Melaksanakan penatausahaan k iputi erimaan
B—— cuangan yang meliputi pen dan
Il:ﬁdzllaksanakanaksanakan peml;auiaran £aj1 dan honorarium pegawai;
: pembukuan, perbendaharaan rtanggungj euan
Ll\;[{en;)kapkauxlz pengajuan surat permintaan pen;d:q?aemn gjawaban k B
engkonsultasikan dan koordinasi dengan instansi/ nit ker; terkait dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan; it kega t rogka

Mengevaluasi bahan pel i ]
Satoy pelaksanaan program, Xegiatan dan rencana kerja tahunan

. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;

Membuat laporan pelaksanaan kegi i dengan peraturan
. giatan sesuai d
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan; yone berle

Mel tugas-tugas lain yang diberi :
Fungsinga g yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tngas dan



Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturap Daerah

Pasal 10

" (1) Bidang Penegakan Peratutan Perundang—Undanga.u dan Peraturan Daerah mt?mpunyai
- tugas memimpin,mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan
tugas-tugas di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah

o yang meliputi Penegakan Peraturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

{2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kepala
Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan Peraturan Daerah
menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program keja penegakan peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;
" b, Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan Peraturan Perundang-Undangan
dan Peraturan Daerah;,
c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan Peraturan perundang-undangan
: dan Peraturan Daerah;
d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan dan
- Peraturan Daerah;
¢. Penctapan rumusan peyusunan pedoman dan supervisi pencgakan Peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan Daerab;
f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan
* Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;
g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan Peraturan Daerah;
h: Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan Peraturan Perundang-
-~ 'Undangan dan Peraturan Daerah;
. L. Penctapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan
' pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daersh serta fasilitasi
pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
j. Penetapan rumusan teknis operasional penvidikan dan pemeriksaan pelanggaran
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan Daerah;
k. Penctapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional
_ pelaksanaan tugas PPNS;
~ L. Penetapan rumusan kebijakan teknis beniuk dan jenis pelanggaran Peraturan
_Pe?mdang—Undangan dan Peraturan Daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas pene Peraturan -
Undangan dan Peraturan Daerah; €2 penegakan P Perundang
n. Pelaporan pelaksanaan tugas
Dacrah p gas penegakan Peraturan Perundang-Undangan
0. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bi tugas fungsinya;
" - P Pelaksanaan koordinasi / ketja sama dan kemitraa;tuzfng; ugxatn keljagf"ﬁﬁnsi /

lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan P raturan ~Undang
dan Peraturan Daerah, © pence ) Ferundang Undangan

Pasal 11

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perun eraturan
dang-undan aerah
mempunyai tugas : gon dan P 8

a. Merencanakan operasional kegiatan sekretariat sebagai
o e bagai pedoman dalam



Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas den kegiatan bawahan sesuai prosedur dan
peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang
diharapkan;

Mengkoordinir standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan yang telah
disusun olch kepala seksi;

Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan
_ operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

Melaksanakan kegiatan operasional penegakan Peraturan Daerah den Peraturan
Bupati;

Me‘::llzsanakan penertiban  tindakan peringatan dan penghentian sementara
terhadap warga Masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan

* Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;

Melaksanakan tindak pidana ringan terhadap warga Masyarakat dan atau badan
hukum yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah;
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkair dalam rangka operasi penegakan
Pecraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

. Melaksanakan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan peraturan daerah

kepada Masyarakat atau badan hukum.
Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-

~ tugas yang telah dar belum dilaksanakan seita memberikan penilaian prestasi
kerja;

. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

. Meilaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang

tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 12

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Mempunyai Tugas :

a.
b,

C.

lf;d;lnpy:rfyul?lulﬁ::n perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan
prv;flngiuswasjmanrgnaia;:n g?ﬁ dan rencana kerja anggaran di bidang pembinaan,
;ﬁ?;illl:hu:n ?ahan dan melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengawasan dan
pembinaan, pengansin i poyulin S s poee, Ul kegian

.. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan ji

_ . nyajian data i i di bi
pembinaan, pengawasan dan p¢.=:ny1.1luh.':m;pe & don Informasi i i

Melaksanakan pembinaan pemantanan,
‘ , pengawasan dan pengendalian di idang
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; = o

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan  di  bidang pembinaan,

- pengawasan dan penyuluhan;

: dan penyutuhan;

Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pembinaan, pengawasan



Pasal 13
Kepala Sekst Penegak Peraturan Mempunyai Tugas :

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di b.idang Penegak Peratlll‘an, pencgak
b. Menyusun rencana program dan rencana kerje anggaran di bidang Pen
Peraturan;
iapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang Penegak Peraturan; -
ﬁzlrgmgkan bahan IIt)felaks:\maan pemberdayaan dan pengendalian P?ﬂ)(ldﬂl(( Pegawai
Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan bupati dan keputusan
u ati; . - g . . . - .
e. I?deiyusun bahan fasilitasi dan pengkoordinasian penyidik pegawai negeri sipil
dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penylfhkan; o
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian k.eg?atan dan atau penyege a; mﬂ
menggunakan garis pembatas Polisi Pamong P_ra_;a terhadap pelanggaran Pera
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
g Menyiapkan bahan administrasi berkas Bperszra terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupat; . o
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang
Pencgak Peraturan; N
‘Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan di bidang penyelidikan dan penyidikat;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegak Peraturan ;
. Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi Penegak Peraturan;
- Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program seksi Penegak Peraturan.

a o

el e

Bagian Keempat
Bidang Penataan dan Penertiban

Pasal 14

o (1) Bidang Penataan dan  Penertiban mempunyai  tugas pokok memimpin,
' mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas- tugas di bidang Penataan dan
Penertiban yang meliputi Penataan, Operasi dan Penertiban.

(2) Dalam ufelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
Kepala Bidang Penataan dan Penertiban menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Penataan, Operasi
Penertiban; = b dan

_ b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Penataan. Operasi
dan Pcnertiban,

::l. lIi'enyelenggaraam pelaksanaan Pc_:pataan, Operasi dan Perertiban;;
: Ssgzﬁp;:natanz:%a; Lﬂgn&gﬁj;?neﬁﬁg fasilitasi penyusunan pedoman dan
; mmmﬁ&mmfﬁiﬁmpxw Peayelenggiman Pensan,
. mm;?nznszznbaﬂfngkapan bahan koordinasi penyelenggaraap Penataan,
.g. g:;;?pm rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong

h Penetapan rurhusan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wi
e g Praj wilayah Kabupaten
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* Penetapan rumusan pelaksanan pengamanan g

penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
kabupaten langkat;

" Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan Daerah dan

jabat lainnya; s .
pejabat lainnya edung — gedung milik Pemerintah

. Daerah;

°eR 3T

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Penataan, Operasi dan Penertiban;

. Pelaporan pelaksanaan tugas Penataan, Operasi dan Penertiban;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dcngar} bidang tugas dan ﬁmgmnya, .
Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan .clenga.n umt kerja/ instansi/
lembaga atau pihak ketiga di bidang Penataan, Operasi dan Penertiban.

Pasal 15

Kc;laala Bidang Penataan dan Penertiban mempunyai tugas :

d.

b.

Merencanakan operasional kegiatan ketentraman dan keteriban umum sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas; ) . .
Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing sehingga
pelaksanaan tugas berjalan lancar,

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan
peraturanagar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

' Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekerjaan agar tercapai tingkat kinerja yang

diharapkan;

Mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan
yang telah disusun oleh kepala seksi;

Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan
ketertiban umum dan petunjuk pelaksanaan penyelenggeraan ketertiban umurn
ketentraman Masyarakat;

~ Melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi

penertiban, pengamanan protokoler dan tempat-tempat penting bekerja sama dengan
instansi terkait;

ideiaksanakan pengendalian operasional ketentraman dan ketertiban , memelihara
camapan acara protokoler dan tempat-tempat penting, bekeria sama d

instansi terkait; pat penfing el] coeen

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui

tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan serta memberikan penilaiar: prestasi

~ ketja;

Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran kepada atasan

- Sebagai bahan perumusan kebijakan;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperi o
g diperintahkan oleh atasan
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. sesuai bidang

Pasal 16

- Kepala Seksi Penataan mempunyai tugas:

a.
b
c.
d

€.

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan;

.~ Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Penataan;

Menyusun bahan dan melaksanakan tugas di bidang Penataan;

Menyiapkan bahan analisa dan pengolahan daia serta visualisasi keoi
Satuan Polisi Pamong Praja; sasi kegiatan Penataan

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan i . ..
Pamong Praja; egi operast dan pengendalian Satuan Polisi
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f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang
Penataan;

g, Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang

Penataan; :

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan;

Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi Penataan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja program seksi

‘Pepataan; :

=

Pasal 17

ch_al_:a Seksi Operasi dan Penertiban mempunyai tugas :

a. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Penertiban;
b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Operasi dan
Penertiban;
¢. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Operasi dan
. Penertiban;
" d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinssian dengan instasi terkait dalam
: rangka sosialisasi, Pembinaan dan Penyuluhan Operasi dan Penertiban;
' ¢.. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian kerja sama Pemerintah Daerah
. dengan instasi terkait dibidang Operasi dan Penertiban;
Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang Operasi dan Penertiban;
Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang Operasi dan
Penertiban;
Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Operasi dan Pepertiban;
Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Seksi Operasi dan Penertiban.

L= e s

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

' Pasal 18

{1) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang

kepala bidang yang berada dibawah dan bertan 2j
kepela ggungjawab langsung kepada kepalu

(2) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok

‘merencanakan, mengkoordinasikan, membina, men, i i serta
: ! _ gawasi dan mengen,
.menge.valuam satuan perlindungan Masyarakat dan peradam kebakaran, dalikan

(3) Dalam me 3 i i
)- Efnpgiz: :Biff:nsgn ﬁiﬂn?&na;mmﬁzsmjlmd;;a ;g;m plg:abal?:::n(mﬁx
i peomadon b gas dibidang satuan perlindungan Masyarakat
it Vi edoman dan et pelakssiasy Tk

pembinaan dan pemberdayaan ta i
b : yaan anggota perlindurgan Masyarakat dan pemadam
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~ e. Pelaksanaan ‘pendataan dan pemetaan potensi dan sumber dzya perlindungan
Masyarakat dan pemadam kebakaran; . _
" " f. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan
pendidikan satuan perlindungan Masyarakat dan pemadam kebakaran;
g. Pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan Masyarakat dan pemadam

kebakaran dalam penanggulangan bencana; _
'h. Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban Masyarakat dan penanganan

: masalah sosial keMasyarakatan; . -
i. Pclaksanaan pembinaan, pemantauan,pengawasan dan pengendalian dibidang
satuan perlindungan Masyarakat dan pemadam keba.kz.lran; .
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang satuan perlindungan
Masyarakat dan pemadam kebakaran;
" k. Penyusunan laporan realisasi anggaran bidang perlindungan Masyarakat dan
-pemadam kebakaran; o .
l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan
Peraturan Perundang — Undangan;

Pasal 19

Kepala Bidang Pcﬂiﬁdungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:

a. Merencanakan operasional kegiatan perlindungan Masyarakat dan pemadam
kebakaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksansan penyelenggaraan
. perlindungan Masyarakat dan pemadam kebakaran: :
¢. Melaksanakan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Masyarakat
. . dan pemadam kebakaran;
" d. Melaksanakan pengendalian operasional perlindungan Masyarakat dan pemadam
_ kebakaran;
~e. Membagi tugas-tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing sehingga
- pelaksanaan tugas berjalan lancar;
f. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sesuai prosedur dan
peraturan agar diperoleh hasil kerja yang benar dun akurat;
g. Mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan
yang telah disusun oleh kepala seksi;

h. Menilai bawahan sesuai pelaksanaan pekeriaan ar tercapai ti inerj
" b pekerjaan ag pai tingkat kinerja yang

J. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran atasan
;'( sebagai bahan perumusan kebijakan: Kopads
- Melaksanakan tugas kedinasan lain Yang diperintahkan oleh atasan sesuai bi
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. bidang

| Pasai 20
- Kepala Seksi Pengamanan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bi
- " i} eknis di bidang Pengamanan, Sarana dan
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan j i
© bidang Pengamanan, Sarana dan Prasarana? rencans kega anegamn di

¢.” Menyiapkan bahan pengkoordinasian elaks i bi
 Sannapkan bahi p anaan tugas di bidang Pengamanan,

3
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Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan

~ Pengamanan, Sarana dan Prasarana;

Menyiapkan bahan pembinaan Pengamanan, Sarana dan Prasarana;

- Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos

Keamanan Lingkungan (Pos Kamling); o
Menyiapkan bahan penyusunan rencana optimalisasi dan pengerahan/mobilisasi
anggota Pengamanan, Sarana dan Prasarana,

Menyiapkan bahan pemberdayaan dan pemanfaatan anggota Pengamanan, Sarana
dan Prasarana;

' Menyiapkan bahan rekruitmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota

Pengamanan, Sarana dan Prasarana; -
Menyiapkan bahan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengamanan,
Sarana dan Prasarana

Menyiapkan bahan pengadaan sarana dan prasarana Pepgamanan, Sarana dan
Prasarana;
 menyiapkan bahan peningkatan kesejahteraan anggota Pengamanan, Sarana dan

. Prasarana; o o
. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan tertib administrasi sistern Pengamanan,

Sarana dan Prasarana;

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan
implementast fasilitasi Pengamanan, Sarana dan Prasarana dalam penyelenggaraan
Pemilu, Pilpres dan Pilkada;

Menyiapkan baban pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban Masyarakat dan
penanganan masalah sosial ke masyarakatan;

Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang satuan Pengamanan,
Sarana dan Prasarana;

Menyiapkan bahan pembinaan, pemantavan, pengawasan dan pengendalian di
bidang satuan Pengamanan, Sarana dan Prasarana;

Menyigpkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan

- Pengamanan, Sarana dan Prasarana;

Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi satuan
Pengamanan, Sarana dan Prasarana;

- Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi satuan Pengamanan,

Sarana dan Prasarana;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengamanan, Sarana

dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

| Kepgla Seksi Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamat:n mempunyai tugas:

a
b.

c.-

- Menyusua kebijakan teknis di bidang Pemadam Kcbakaran dan Penyelamatan

Menyiapkan bahan claksanaan kepi P
Penyelamatan; p cgiatan di didang pemadam kebakaran dan

Mensyusun rencana kinerj

a dan penetapan kiner i
dan penyelamatan; P P iega operasional pemadam  kebakaran

- Melaksapakan koordinasi denpgan instansi

lain dalam upaya penanggulungan
kebakaran dan penyelamatan; ya
Melaksanakan pengawasan dan monitoring penan .
Wilayah Kabupaten Langkat; £ ggulangan bahaya kebakarm di

Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunj perasi
sistem operasional penanggulangan bahaya kcb;.lf:mn; gukco tonal
Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup bidang pemadam

_ kebakaran dan. penyelamatan,
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Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 22

' . . - . - = - -
(1) UPTD adalah pelaksana teknis Satuan Pelisi Pamong Praja yang mempunyai tugas
W melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

'(3). Pengaturan tentang UPT Satuan Polisi Pamong Praja, meng-enai Elom.enklamr, jumlah
dan jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang ~undangan.

BABV
KEPEGAWAIAN
Bagian Pertama

JABATAN
Pasal 23

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan eselon II b atau jabatan
pimpinan tinggi pratama;

(2) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan jabatan
cselon illa; atau jabatan administrator;

(3) Kepala Bidang pada Satvan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan eselon Il b atau
* jabatan administrator;

(4) Kepala Sub Bagum, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi
Pa;nong Praja merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas;

Pasal 24

Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23, pada isi i
_ 2, pada Satuan Polisi Pamo
terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. "8 Praja

Bagian Kedua
Kelompok Jabstan Fungsional

Pasal 25

" (1) Jabatan  Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi

. . an
dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku; e
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas kantor
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur
 dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan:

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yangditunjuk oleh Kepala Satuan;

{5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
| {6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional perundang-undangan yang berlaku;
fungsionat dilakukan sesuai demgan peraturan

(7) Pembinazn terhadap tenaga
. perundang-undangan.

BAB V1
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kecpala Satuan betkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun
‘dengan lembaga teknis lainnya.

(2) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban
 memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 27

(1) l(';:pala Satuan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD
-Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPH) Bupati i 1 i
bemasarkan Ketongs yang berlaku pali  sesuai tugas dan tungsmya

 (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lin S foi .
betkewajiban: gkungan Satuan Polisi Pamong Praja

Pamong Praja, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ell’jemcﬂntal::
(LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPP) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
sesual tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
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b. Melaksanakan tugss sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung
jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis

" hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas

dan pencapaian tujuan organisasi.

ebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan

(3) Laporan s X X
' ' an untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

laporan tiap jenjang jabatan sebagat bah

BAB VH
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Semus kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan
- pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawaian sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
(1) Dengan ditetapkannya_ peraturan ini, maka peraturan Bupati Langkat Nomor 15
.~ Tahun 2015 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
o Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksan . .
Keputusan Bupati: Epe aan dari peraturan ini ditetapkan dengan

| (3). Ketentuan mengenai tugas-tu i . e
. A m gas teknis operasional yang menjadi lingkup
Satuan Polisi Pamong Praja akan diatur lebih lanjut dengan chpﬁ tusan chﬂkewelmgan la Satuan:

(4) Peraturan ini mulai berlaky sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal (b Desember 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal |6 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR Y7
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< N )
STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGEAT
SATUAN POLISt PAMONG PRAJA NOMOR : U3 Tahin 20i% L
KABUPATEN LANGRAT TANGGAL (b Desember 20k
KEPALA SATUAN
l SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL {
SUBBAGIAN UMUM SUB BAGIAN
PROGRAM KEUANGAN DAN
DAN KEPEGAWAIAN ASSET
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT)
PERUNDANG-UNDANGAN DAN BIDANG PENATAAN DAN DAN
PERATURAN DAERAHN PENERTIBAN PEMADAM KEBAKARAN
| | |
- SEKSI SEKS!
— MBINAAN, PENGAWASANDAN PENGAMANAN, SARANA DAN
PENYULUHAN SEKSI PENATAAN PRASARANA
SEKSI SEKSI OPERASI DAN SEKSI
~~1  PENEGAKAN PERATURAN SATUAN PEMADAM KESAKARAN
PENRERTIBAN DAN PENYELAMATAN
BUPATI LANGKAT
ttd

NGOGESA SITEPU




